[ SALINAN ]

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan biaya perjalanan dinas dalam
kota yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik,
dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam
dan Luar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt)} Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pernerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010 tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
97 /PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai
dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan
Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Menteri Keuarigan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012
Nomor 3 Seri A Nomor 3);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34
Tahun 2016 tenang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Negeri (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 34)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Perjalan dinas dalam wilayah kota, khusus diberikan kepada:

a. Pimpinan dan anggota DPRK dengan biaya perjalanan dinas
setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari uang harian;
dan

b. PNS dan/atau PPPK yang melaksanakan kegiatan yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik dengan biaya
perjalanan dinas sebesar wuang transport lokal dalam
komposisi uang harian yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

(2) Perjalanan dinas dalam wilayah kota yang dilaksanakan oleh
pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dapat didampingi oleh PNS dan/atau PPPK.

(3) PNS dan/atau PPPK, yang mendampingi perjalanan dinas
pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan honor petugas lapangan sesuai dengan Standar

Satuan Biaya yang berlaku.

Pasal 1I
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banda Aceh
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Februari 2020M
23 Jumadil Akhir 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Februari 2020M Salinan sesuai dengan aslinya

. . ~TKEPALA BAGIAN HUKUM
23 Jumadil Akhir 1441 H SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, il
CAP/DTO ' AzMISH
PEMBINA TK.
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BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 7



